
 
 

 
 

WALI KOTA DEPOK 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN WALI KOTA DEPOK 
NOMOR 2 TAHUN 2024 

TENTANG  

FASILITAS PAJAK DAERAH BERUPA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI 
PAJAK BARANG JASA TERTENTU DALAM MASA AWAL PEMBERLAKUAN 

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALI KOTA DEPOK, 

 

 
Menimbang : a. bahwa setelah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah telah berdampak pada perubahan proses 
pelaporan dan pembayaran pajak daerah di Kota Depok 

khususnya pajak barang jasa tertentu; 
  b. bahwa untuk mendorong wajib pajak daerah tetap taat 

dalam membayar pajak daerah pada masa awal 

pemberlakukan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 
Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

diperlukan suatu instrumen kebijakan fasilitas daerah; 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota Depok tentang Fasilitas Pajak Daerah Berupa 
Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Barang Jasa 

Tertentu Dalam Masa Awal Pemberlakuan Peraturan 
Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah; 

 Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 
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  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang               
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang              

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023                 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6881); 
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 

tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak 

Daerah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1852) 

  7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9                     
Tahun 2017 tentang Penyelanggaraan Urusan 
Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211); 

  8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1). 

   
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG FASILITAS PAJAK 

DAERAH BERUPA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI 
PAJAK BARANG JASA TERTENTU DALAM MASA AWAL 

PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1             
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH. 
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  BAB I 
  KETENTUAN UMUM 

   
  Pasal 1 
  Dalam Peraturan Wali Kota Depok ini yang dimaksud 

dengan : 
  1. Daerah adalah Daerah Kota Depok. 

  2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

  3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok. 

  4. Badan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat 
BKD adalah perangkat daerah yang membidangi 
pemungutan Pajak Daerah. 

  5. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disebut Kepala BKD adalah kepala perangkat daerah 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
keuangan. 

  6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas 

tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

  7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 
  8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 
  9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik 
daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama 
dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 
tetap. 

  10. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya 
disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh 
konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa 

tertentu. 
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  11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 
dari penghimpunan data objek, subjek pajak, 

penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai 
kegiatan penagihan kepada Wajib Pajak serta 
pengawasan penyetorannya. 

  12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah dan 

membayar seluruh pengeluaran daerah. 
  13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada 
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 
perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda 

pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha 
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakan daerah. 

  14. Nomor Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
NOPD adalah nomor identifikasi objek Pajak sebagai 

sarana dalam administrasi perpajakan dengan 
ketentuan tertentu. 

  15. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar 

bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan 
melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka 

waktu tertentu. 
  16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 

(satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak 

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 
tahun kalender. 

  17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar 

pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun 
Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan 
daerah. 

  18. Sanksi Administratif adalah sanksi berupa 

denda/bunga yang dikenakan kepada wajib pajak 
sebagai akibat keterlambatan pembayaran pajak. 

  19. Surat Pendaftaran adalah surat yang digunakan Wajib 
Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek 
pajak atau usahanya kepada BKD. 

  20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek 
pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 
  21. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang 

selanjutnya disingkat e-SPTPD, adalah surat elektronik 

yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan pajak terutang dan untuk mendapatkan 

nomor bayar sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 
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  22. Sistem Pembayaran Pajak secara elektronik adalah 
pembayaran pajak berdasarkan nomor bayar yang 

dilakukan pada bank selaku Kas Umum Daerah atau 
bank persepsi atau pos persepsi baik melalui teller, 
Anjungan Tunai Mandiri atau ATM, e-banking, mobile 

banking, internet banking, atau fasilitas lain yang 
dimilikinya. 

  23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau 
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota. 

  24. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 

terutang. 
  25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 

pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah 
yang masih harus dibayar. 

  26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 
  27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya 

disingkat dengan SKPDN, adalah surat ketetapan yang 

menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya 
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 

dan tidak ada kredit pajak. 
  28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang 

selanjutnya disingkat dengan SKPDLB, adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih 

besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya 
tidak terutang. 

  29. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disingkat dengan STPD, adalah surat untuk melakukan 
tagihan pajak, sanksi administrasi berupa bunga, 
dan/atau denda. 

  30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
untuk menilai kelengkapan pengisian surat 

pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan 
dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang 
kebenaran penulisan dan penghitungannya serta 

kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD. 
  31. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar 

termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, 
dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat 
ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 
   
   



- 6 - 
 

  32. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh 
Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib 

Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang 
Retribusi. 

  33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. 

  34. Omset adalah jumlah hasil penjualan barang/jasa 

tertentu selama satu masa jual. 
   
  BAB II 

  MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 
   

  Bagian Kesatu 
  Maksud 
   

  Pasal 2 
  Maksud pemberian penghapusan sanksi administrasi 

adalah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak tetap 
taat dalam membayar pajak daerah dan melakukan 
pembayaran pajak sesuai jangka waktu yang sudah 

ditentukan. 
   
  Bagian Kedua 

  Tujuan 
   

  Pasal 3 
  Tujuan pemberian penghapusan sanksi administrasi adalah 

untuk memberikan stimulus atau keringanan dikarenakan 

dalam kondisi pemberlakuan awal Peraturan Daerah Kota 
Depok Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah yang berdampak pada proses pelaporan 
dan pembayaran pajak barang jasa tertentu. 

   

  Bagian Ketiga 
  Sasaran 
   

  Pasal 4 
  Penghapusan sanksi administrasi diberikan kepada Wajib 

Pajak Barang Jasa Tertentu selama masa pemberlakuan 
awal Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
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  BAB III 
  PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI 

   
  Pasal 5 
  (1) Penghapusan sanksi administrasi diberikan secara 

otomatis kepada Wajib Pajak PBJT untuk masa Pajak 
bulan Januari 2024, masa Pajak bulan Februari 2024 
dan masa Pajak Maret 2024. 

  (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran 
Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD. 

  (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem 
pembayaran berbasis elektronik. 

  (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik 
belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak 
dapat dilakukan melalui pembayaran tunai. 

  (5) Pembayaran atau penyetoran pajak terutang dilakukan 
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah 

berakhirnya masa pajak. 
  (6) Pembayaran atau penyetoran pajak secara non tunai 

dilakukan dengan menggunakan NOPD dan masa pajak 

melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), e-banking, atau 
SMS banking dan kanal pembayaran lainnya. 

  (7) Wajib Pajak PBJT wajib menyampaikan pelaporan 
SPTPD terutang yang telah dibayar pada setiap masa 
pajak. 

  (8) Pelaporan pajak daerah menggunakan aplikasi                      
e-SPTPD dapat dilakukan Wajib Pajak setelah 
mendapatkan kode akses berupa user ID dan password 

dari BKD. 
  (9) SPTPD harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas 

dengan memasukkan data nilai omzet, masa pajak 
terutang, serta dilengkapi dengan rekapitulasi 
penerimaan harian. 

  (10) SPTPD yang telah diisi Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada 

BKD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah 
berakhirnya masa pajak. 

   

  BAB IV 
  PASCA KEBIJAKAN 
   

  Pasal 6 
  Terhadap wajib pajak PBJT yang belum melakukan 

pembayaran dan pelaporan diluar masa pajak yang 
diberlakukan sesuai Pasal 5 ayat (1) maka akan diberikan 
Surat Teguran tertulis dan sanksi administratif berupa 

denda sebesar Rp100.000,00. 
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  Pasal 7 
 1)  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok. 
 
 

Ditetapkan di Depok 
pada tanggal            

WALI KOTA DEPOK, 
 

ttd. 

 
MOHAMMAD IDRIS 

 

Diundangkan di Depok 
pada tanggal 24 Januari 2024 

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, 
 
       ttd. 

 
SUPIAN SURI 

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 2  
 
 

24 Januari 2024


